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MOTTO 

“Kalau lagi jalani sesuatu yang terasa berat, bilang sama diri sendiri 

I’m not the first person to experience this 

Saya pasti bukan orang pertama yang menjalani yang berat ini 

If other can survive, I will survive 

Kalau orang lain bisa melewati, Insyallah saya juga bisa melewati” 

 

(Anies Rasyid Baswedan) 
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ABSTRAK 

 

Dalam praktik jual beli hak atas tanah dan bangunan, kerap terjadi objek 

yang telah dialihkan secara yuridis belum dikosongkan oleh penjual, dan dalam 

upaya perlindungan pembeli hak atas tanah dan bangunan yang belum menguasai 

bangunan secara fisik, akta pengosongan ada sebagai bentuk perlindungan dan 

memberi kepastian hukum bagi pembeli agar mencegah timbulnya ketidak pastian 

dan potensi sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan 

fungsi akta pengosongan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pembeli hak atas 

tanah dan bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 1868 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 

Jabatan Notaris terkait kedudukan akta autentik. Sementara itu, pendekatan 

konseptual digunakan untuk mengkaji akta pengosongan sebagai perjanjian 

accessoir yang lahir dari perjanjian pokok jual beli berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak dan asas pacta sunt servanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta 

pengosongan merupakan perjanjian tambahan yang mengikat para pihak dan 

keberadaannya mengikuti perjanjian pokok. Sebagai akta autentik yang dibuat oleh 

pejabat yang berwenang, akta pengosongan memiliki kekuatan pembuktian 

sempurna dan memberikan kepastian hukum bagi pembeli. Dengan demikian, akta 

pengosongan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat 

preventif guna menghindari potensi sengketa terkait penguasaan fisik objek jual 

beli dan juga perlindungan hukum yang bersifat represif yang memberikan 

perlingan bagi pembeli setelah mengajukan gugatan  pada pengadilan. 

Kata Kunci: jual beli hak atas tanah, perjanjian pengosongan, akta pengosongan. 
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ABSTRACT 

 

In practice, in the sale and purchase of land and buildings, it frequently 

occurs that although the rights have been legally transferred, the property has not 

yet been vacated by the seller. As an effort to provide legal protection for buyers 

who have not physically taken possession of the building, a deed of vacating serves 

as a form of protection and provides legal certainty for the buyer in order to prevent 

uncertainty and potential disputes. This research aims to analyze the legal position 

and function of the deed of vacating as a form of legal protection for buyers of land 

and buildings. This research is a normative legal study employing both statutory 

and conceptual approaches. The statutory approach is conducted by examining the 

provisions of Article 1868 of the Indonesian Civil Code and Article 1 point 7 of the 

Law on Notary Office concerning the legal status of an authentic deed. Meanwhile, 

the conceptual approach is used to analyze the deed of vacating as an accessory 

agreement arising from the principal sale and purchase agreement, based on the 

principles of freedom of contract and pacta sunt servanda. The results of the study 

indicate that the deed of vacating constitutes an additional (accessory) agreement 

that is binding upon the parties and whose existence depends upon the principal 

agreement. As an authentic deed executed before an authorized public official, the 

deed of vacating possesses full evidentiary force and provides legal certainty for 

the buyer. Accordingly, the deed of vacating serves as an instrument of preventive 

legal protection intended to prevent potential disputes concerning physical 

possession of the property, and also as a form of repressive legal protection by 

strengthening the buyer’s legal position in the event that a claim is brought before 

the court. 

Keywords: sale and purchase of land rights, vacating agreement, deed of vacating. 
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RINGKASAN 

AKTA PENGOSONGAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

PEMBELI HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  

BAB I Pendahuluan, berlatar belakang permasalahan mengenai praktik 

jual beli hak atas tanah dan bangunan yang tidak selalu diikuti dengan pengosongan 

objek secara fisik oleh penjual meskipun peralihan hak telah dilakukan secara 

yuridis melalui akta jual beli. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini 

merumuskan isu hukum mengenai kedudukan dan urgensi akta pengosongan 

sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pembeli. Bab ini juga memuat tujuan 

penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta kerangka 

konseptual dan sistematika penulisan sebagai landasan dalam pembahasan bab-bab 

selanjutnya. 

BAB II Membahas seputar rumusan masalah pertama yang membahas soal 

kedudukan dari akta pengosongan sebagai perlindungan pembeli hak atas tanah dan 

bangunan. Pada bab ini berisikan kedudukan akta pengosongan dalam hukum 

perdata sebagai perjanjian tambahan pada perjanjina jual beli. 

BAB II Membahas seputar rumusan masalah urgensi dari pembuatan akta 

pengosongan sebagai perlindungan pembeli hak atas dan bangunan. Dalam bab ini 

dijelaskan bahwa akta pengosongan merupakan perjanjian tambahan (accessoir) 

yang lahir dari dan mengikuti perjanjian pokok jual beli, sehingga keberadaannya 

bergantung pada sah dan berlakunya perjanjian pokok tersebut. 

BAB IV Adalah bab penutup dari penelitian ini yang berisikan seputar 

kesimpulan dari semua pembahasan bab kedua dan bab ketiga yang disusun secara 

obyektif dari apa yang telah penulis tulis dalam bab pembahasan, dan diakhir juga 

terdapat saran dari hasil pembasahan kesimpulan yang ada. 
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